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BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI GGAN KOMERING ULU
NOMOR 12, TAHUN 2015 |

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA- -

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

bahwa untuk tnelaksanakan ketentuan Pasal 43
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa perlu menetapkan-
Peraturan Bupatl tentang Pedoman angelolaan Keuangan_
' Desa. )

1. Undang—Undang Nornor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan 'Daerah Tingkat II dan Kota Praja di -
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik™ .
Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan: .
Lembaran Negé.ra Repubhk Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undarig Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa "

Nomor 7, Tambahan Lembaran- Negara Repubhk
Indonesia Nombr 54935);

. 'Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah aerah (Lembaran Negara Republik -
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir -
dengan Undahg-Undang Nomor 9 Tahun 2015 -
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang®
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ...
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20157

~ Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Nomor 5679); : {

. 'Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 20 14 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 -
tahun 2014 tenta.ng Desa (Lembaran Negara Repubhk
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan :
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), ‘

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa : Yang Bersumber Dari - Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor- 168,

Tambahan Le&nbaran Negara Repubhk; EIndone31a _
Nomor 5558),

‘(Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun 2014 ..
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6. Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 113 Tahun = -
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Benta
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
i o i
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BUPATI | TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA. | - |

BJABI' | ot
‘KETENTI_?IAN UMUM ERE
| Pa%al 1 L

|

" Dalam Praturan Bupati ini yang dimaicsud dengan:

‘1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan' Komering Ulu. EE

2. Pemdrintah Kabupaten adalah Peménntah Kabupaten Ogan Komering Ulu g

e@.‘ > 3. Bupadti adalah Bupati Ogan Komenhg Ulu. ST
: 4. Desa| adalah desa dan desa adat| atau yang disebut dengan nama la.m,
selan{lutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
liki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus e
urusén pemerintahan, kepentin masyarakat setempat berdasarkan -
praké.rsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui _. ﬁ;

dan |dihormati dalam sistem per ermtahan Negara Kesatuan Repubhk
esia. |

Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang melaksanakan ﬁ!lngm pemerintahan yang anggotanya “
me pakan wakil dari penduduk besa berdasarkan keterwakilan wﬂayah

gan Desa adalah semua haj: dan kewajiban Desa yang dapat d1n11a.1
denghn uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang
berhtibungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. :

9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang mehpuu
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan _
pertanggungjawaban keuangan desla '

10. Renchna Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah
penjgbaran dari Rencana Pemba_ll,lgunan Jangka Menengah Desa unt:uk
jangka waktu 1 (satu) tahun.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selan]utnya dlsebut APBDesa, :
adaldh rencana keuangan tahunan'Pemerintahan Desa.

12. Dang Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara yang dxpemntuldLan bagi Desa yang ditransfer melalui -
Anggpran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintahan, £alaksanaan pembangunan, pernbma_an,
kemgsyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. e

" 13. Alokd4si Dana Desa, selanjuthya disingkat ADD, adalah dana pcnmbangan
yang| diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan BelanJa
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Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

14. Kelo pok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan w

Belanja Negara, Anggaran Pcndapatan BclanJa Daerah Provinsi dan

- 15. Peme¢gang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau
nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan

sana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya dlsmgkat
adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk
sanakan pengelolaan keuangan desa. :

17. Sekretaris Desa adalah bertmdak selaku koordmator pelaksanaah
pengelolaan keuangan desa.

18. Kepgla Seksi adalah unsur dan pelaksana teknis keglatan dengan
bidapgnya. .

s '19. Bendahara adalah unsur staf sekretanat desa yang membidangi urusan -
g i administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa. -

=

20. Rekening Kas Desa adalah rekemn'g tempat menyimpan uang Pemerintahan .
~ Desd yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk
membayar seluruh pengeluaran Ddsa pada Bank yang ditetapkan. ‘

21. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa
yvang masuk ke APBDesa melalui rékenlng kas desa. : e

22. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalul
rekening kas desa. ok

23. Surplus Anggaran Desa adalah sehs1h lebih antara pendapatan desa dengan
belanja desa. 1 :

24, Defigit Anggaran Desa adalah sehsih kurang antara pedapatan desa dengan '
belaiﬁ_]a desa. :

25. Sisa|Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah
AT selisih lebih realisasi penerimaan:dan pcngcluaran anggaran sclama satu.
bl . peridde anggaran. : : o

26. Peraturan Desa adalah peratura.ﬂ perundang—undangzm ya.ng dltetapkan

oleh| Kepala Desa setelah dlbahas dan d1sepakat1 bersama Badan

Permusyawaratan Desa. , _ _ ‘ . .
, . .

BABII = |
ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

(1] Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparansi, akuntabéi,‘ _:
partisipatif serta dilakukan dcngad tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan keuangan desa sebaga.lmana dimaksud pada ayat (1), dxkelola
dalayn masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampm
dengan tanggal 31 Desember. :
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BAB I B
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA 3

Pasal 3

(1) Kepala Desa adalah pemegang ki kuasaan pengelolaan keuangan desa dan
mewakili Pemerintah Desa dal kepemilikan kekayaan milik desa yang
dipisahkan. 3 ;

(2} Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa -
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

a. imenetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
menetapkan PTPKD; |
menetapkan petugas yang mel!akukan pemungutan penerimaan desa

menyetujui pengeluaran atas }{eglatan yang ditetapkan dalam APBDesa,
dan

e. melakukan tindakan yang J’nengajqbatkan pengeluaran atas beban

@é _ _ APBDesa.

- (3) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dlbantu-—s}
Qleh PTPKD. : :

Ao o

Pasal 4

| ‘(1). PTPKD sebagaimana dimaksud cialam Pasal 3 ayat (3) berasal dan unsur
Perangkat Desa,terdiri dari: S

I
a. Sekretaris Desa; . E .
b. Kepala Seksi; dan ; '
c. Bendahara.
(2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dltctapkan dengan Keputusan :
Kepala Desa. . :

%Pasal 5 i ‘

(1) Seh{; etaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a
bertindak selaku koordinator peldksana teknis pengelolaan keuangan desa. ”
(2) Sektretaris Desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan kcuangan
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1} mempunyai tugas: -

‘a. menyusun dan melaksana.kan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;

b. menyusun Rancangan Peratiran Desa tentang APBDesa, perubahan
APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa; :
c. |melakukan pengendalian teﬁ—ladap pelaksanaan kegiatan yang telah
ditetapkan dalam APBDesa; -
d. |menyusun pelaporan dan pei"tanggung]awaban pelaksanaan APBDesa, . U
dan :

e. |melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pcngeluaran

APBDcsa . -

« Pasal 6

(1) Kepala Seksi sebagannana dlm!aksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b -
bertindak sebagai pelaksana keglélatan sesuai dengan bidangnya. B -

1
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(2) Kepala Seksi sebagaunana dlmakgud pada ayat (1) mempunyai tugas:

'(2) Pendapatan Desa sebagalmana Hlmaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdxn

a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung ‘:-
jawabnya;

Desa yang telah ditetapkan di/dalam APBDesa;

c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban
anggaran belanja kegiatan; . S
d. mengendalikan pelaksanaan keg1atan
e. |melaporkan perkembangan pelaksanaan kegxatan kcpada Kepala Desa,_j-_j';
dan
f.  menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaanf"ﬁ
kegiatan. _ ; o
' 'Pasal 7

(1) Benndahara sebagalmana du'naksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf ¢ di Jabat ”15""
oleh staf pada Urusan Keuangan.!

(2) Bendahara sebagmmana dimaksud pada ‘ayat (1) mcmpunya.l tugas b

menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan -
mempertanggungjawabkan penerhmaan pendapatan desa dan pengeluaran -
- perjdapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDcsa .

BAB v
APBDesa

ﬁasal 8

(1) Strpktur APBDesa merupakan satu kesatuan terdiri dari :
a. Fendapatan Desa; ! '
b. Belanja Desa; dan '
c. Pembiayaan Desa. !

(2) APBDesa sebagaimana dimaksud bada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan .
Desa.

(3) Penjdapatan Desa sebagalmana d1maksud ‘pada ayat ( 1) huruf a. -_7;4_

diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

(4) Belanja Desa scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b diklasifikasikan -

menpurut kelompok, kegiatan, dari jenis.

(5) Pempbiayaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf c dlklasﬁkasﬂcan'“: -
mepurut kelompok dan jenis. ! o
! :
Bagian Kesatu
Peﬁdapatan 7

Pasal 9

(1} Perjdapatan Desa sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (llhuruf a,
meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan
hak desa dalam 1 (satu) tahun a.'nggaran yang tidak perlu dibayar kembah
oleh desa. ,

atas kelompok:

ek Losifo-ni
!i-u :lm!

{

b. |melaksanakan kchatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyaral tan
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(2) Bar

s

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

b.

C.
(3) Selu
disa
APB

(i) Kelg
atas
a. k
b. E
C. g
d. I
(2) Has
Bun
{3) Hasj
pera
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ransfer; dan

endapatan Lain-Lain. 7 7 o
lruh pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima dan -
lurkan melalui Rekening Kas Desa dan penggunaannya ditetapkan da.lam ,
Desa. i R

‘Pasal 10

mpok PADesa sebagamlana dun.aksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, terdJn -
jenis: -

{asil usaha;

Jasil aset;

Swadaya, partisipasi da.n Gotong royong; dan
lain-lain pendapatan asli desa. - :

hdes, tanah kas desa.

thu, pasar desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.

{4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagmmana dimaksud pada ayat (1) huruf

c a
mas

(5) Lain
ants

(i) Kel

yarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.

-lain pendapatan asli desa scbagmmana dimaksud pada ayat (1) huruf d_
ra lain hasil pungutan desa. o

Pasal 11

terdiri atas jenis:

a.
b.
c.
d.

c.

Dana Desa;

Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retnbu:-n Daerah;
Alokasi Dana Desa (ADD); :

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan -
Bantuan Keuangan APBD Kabupaten. : _
ituan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagzumana g

dinjaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus. -

(3) Bal
dik
“perl
30%

1tuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
blola dalam APBDesa tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan °
gegunaan paling sedikit 70% (tuJuh puluh perseratus) dan pahng banyak
% (tiga puluh perseratus).

Pasal 12

(1) Kelgmpok pendapatan lain-lain sebagaunana dlmaksud dalam Pasal 9 ayat
(2) huruf c, terdiri atas jenis: :

a.

b.Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

(2) Hib

dimL
ke tiga.

ibah dan Sumbangan dari pxhak ketiga yang tidak mengikat; dan o

dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak rnengikat sebagaimanid :
pksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pilrak -

,Pen!.:a
lHukum

‘----—.....

il usaha desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain hasil

il aset sebagaimana dimaksud inada ayat (1) huruf b antara lain tambatan s

Halah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta

pmpok transfer sebagaimana dxmaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b ‘
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(3) Lain-lain pendapatan Desa yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

(1)

{2)

(1)

hurnf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan p1hak
ketipa dan bantuan perusahaan yang berloka31 di desa.

Bagian Kedua | o
Belanja Desa R

Pasal 13 :

Belanja desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, = :
meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban -
deda dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh -~
pembayarannya kembali oleh desa.
Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam
rangka mendanal penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 14

Kldsifikasi Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) =

huruf b, terdiri atas kelompok: ; g
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; R

: b elaksanaan Pembangunan Desa;

(2)

3)

(1)

(2) Be

c. ILembinaan Kemasyarakatan Desa;

d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
€. Belanja Tak Terduga. S
Kelompok belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dibagi dalam"f
kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah d1tuangkan dalam
RKPDesa.

Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja : '

a. Pegawai;
b. Barang dan Jasa; dan
c.

Pasal 15

is belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf ¥
ianggarkan untuk pengeluaran penghasﬂan tetap dan tunjangan bag1

ja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam - -
kel mpok Penyelenggaraan Pemenntahan Desa, kegiatan pernbayaran ol

ja pegawal sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) pelaksanaannya -::;'
yarkan setiap bulan. L

Pasal 16

(1) Belinja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3):- :

(2} Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang
mleJJ manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.

{
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ht tulis kantor;
nda pos;
than /material;
meliharaan;
tak/penggandaan;
wa kantor desa;
wa perlengkapan dan peralatan kantor;
nkanan dan minuman rapat;
\kaian dinas dan atributnya;
perjalanan dinas; '
Lah kerja;
ynorarium narasumber/ ahli;
m. operasional Pemerintah Desa;
n. operasional BPD; _
0. insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga; dan
p. pé mberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

(3) Insentif Rukun Tetangga /Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat -
(2) htiruf o adalah bantuan uang untuk operasional lembaga RT/RW dalam
rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, .
pereﬁcanaan ‘pembangunan, ketentraman dan ketertiban, - serta'i;
pemt[:dayaan masyarakat desa. L B

38TE

832
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(4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat scbagamlana
dima|
kegidtan.

Pasal 17

1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) hurul '<:, :
diguhakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang -
atau|bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

2) Pembelian /pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada |

ayat{(1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.
Pasal 18

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLBj, pemerintah
Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya. LT

(2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) -

meryipakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan
berulang dan/atau mendesak. '

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu antara lain

dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana,
4) Keajlaan luar biasa sebagaimana dimaksud ayat (1) karena KLB/wabah.

(5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana ayat (3) ditetapkan dengan o
Kepuitusan Bupati. "

(6) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)_
dianggarkan dalam belanja tidak terduga .

Pasal 19

(1) Pemblayaan Desa sebagaxmana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hurufc = = °

Pertksa
Hukum

ud pada ayat (2) huruf p dilakukan untuk menunjang pelaksanaan:: i
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meljputi semua penerimaan yang pertu dlbayar kembali dan/atau -
pengeluaran yang akan diterima f(embah baik pada tahun anggaran yang .
bergangkutan maupun pada tahuh-tahun anggaran berikutnya. T
(2) Pembiayaan :Desa sebaga_tmana‘ dimaksud padd ayat (1) terdm atas

kclcgmpok _ _' _ Ll

a. Penerimaan Pemb1ayaan, dan
b. Hengeluaran Pembiayaan.

Pasal 20

(1) Pererimaan Pemblayaan scbagaltnana dlmaksud dalam Pasal 19 ayat (2 -
hunuf a, mencakup B

a. Sfsa lebih perhitungan anggaran (S1LPA) tahun sebelumnya
" b. Pencairan Dana Cadangan; dan/ . _
c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. .

(2) SiLPA sebagajmana dimaksud ; pada ayat (1) huruf a antara lain
pelampauan pcnenmaan pendelpatan terhadap belanja, penghematan ... -

ja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

sebagaimana dimaksud bada ayat (2) 'émerupakan penerimaan -
pembiayaan yang digunakan untuk: o
enutupi defisit anggaran apéblla realisasi pendapatan lebih kccﬂ dan',j‘j?,

a.
ada realisasi belanja; :
b. mendanai pelaksanaan kcglatan lanjutan; dan
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran

elum diselesaikan.
(4) Penkairan dana cadangan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf b

cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan.

(5) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud A

pada ayat (1) huruf ¢ digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan
kekhyaan desa yang d1p1sahkan ' R

Pasal 21

(1) Penpgeluaran Pembiayaan scbagaurna.na dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) -
huruaf b, terdiri dari :
a. ﬁembentukan Dana Cadangan;, ‘dan
b. lFJenyertaan Modal Desa. '

(2) PéleCl’lIltah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaunana
dimaksud pada ayat (1) huruf a uhtuk mendanai kegiatan yang penyediaan - -

dananya tidak dapat sekallgus / sépenuhnya dibebankan dalam satu tahun
anggararti.

(3) Pembentukan dana cadangan 'sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) -'.---__-.“-:‘

ditetapkan dengan peraturan dcsa o
{4) Peraturan desa sebagaimana dnmaksud pada ayat (3) paling sedikit

memuat:

a. penetapan tujuan pembentuka.xlx dana cadangan;

b. program dan kegiatan yang akah dibiayai dari dana cadangan;

c. besaran dan rincian tahunan déna cadangan yang harus dlanggarkan

i

Periksa _747:'!“ arﬂaglr V4 éi : Lo
Hukum St Sk

nakan untuk menganggarkar pencairan dana cadangan dari rekening S
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d. sumber dana cadangan; dan
e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan

{3) Pe bentukan dana cadangan sebagalmana d1maksud pada ayat (2} dapat_’ﬁ
bersumber dari peny131han atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan-
. ya penggunaannya - telah dltentukan ‘secara khusus berdasarkan?

- - per turan perundang-undangan. . : e
(6) Pembentukan dana cadangan sebagalmana d1maksud pada ayat ( 1)
o hua n] fa ditempatkan pada rekenihg tersendiri. L

(7) Penganggaran dana cadangan tldak meleb1h1 tahun akh1r masa Jabatani
Kepala Desa. - o :
. BABV . -
PENGELOLAAN =
o Bagiah Kesat_ﬁ
.y . . Perencanaan
€ | |
o _7 Pasal 22
| (1) ‘Sekretaris Desa’ menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa‘
_ berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan. R : SR
" (2) Sekretaris Desa menyampalkan rancangan - Peraturan Desa tentang
. APBDesa kepada Kepala Desa. : '
(3) R cangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dlmaksud pada
ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan
Desa untuk dibahas dan disepakati bersama
{4) R cangan Peraturan Desa tentang APBDesa dlsepakatl bersama
- sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling Iambat bulan Oktober tahun
berjalan
- Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama -

' sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) disampaikan oleh Kepala

Desa kepada Bupati melalui camat pahng lambat 3 (Uga] han sejakf'
disepakati untuk dievaluasi. :

' {2) Bupati menetapkan hasil evalu331 Rancangan APBDesa sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari kcrja se_]ak
diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

. (3) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu
sebagaimana - dimaksud pada ayat (2) Peraturan Desa tersebut berlaku
dengan sendirinya. - ‘

(4) Dal hal Bupati rnenyatakan hasﬂ evaluasi Rancangan Peraturan Desa
. tentang APBDesa tidak sesuai déngan kepentingan umum dan peraturan
. perundang-undangan - yang lebih = tinggi, Kepala Desa melakukan
' penyempurnaan paling lama 7 (tu_]uh) hari kerja terhltung Vsejak
dit nmanya hasil cvalua31 : _

Pasal 24 _

(1) Apablla hasﬂ evalua31 t1dak d1t1ndak1an3ut1 oleh Kepala Desa sebaga;tmana

flukum




X

.

dimaksud dalam Pasal 23 ayati(4) dan Kepala Desa tetap menetapkan
Rarncangan Peraturan Desa tentang APBDesa mienjadi Peraturan Desa,
Buiatx membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

(2) Pe
menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.
(3) Dalam hal Pembatalan sebagaunana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa
hartya dapat  melakukan ' ' pengeluaran rterhadap operasional -~
pen&elenggaraan Pemerintah Desa. : o E

batalan Peraturan Desa sebagaunana dimaksud pada ayat {1) sekahgus Sy

(4) Kefala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa Paling lama 7
(tujnh) hari kexja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dar] selanjutnya Kepala Desa bersama BPD meéncabut peraturan desa b
dimaksud.

Pasal 25

(1) Bupati dapat mendelega31kan evaluasx Rancangan Peraturan Desa tentang
APBDesa kepada camat. :

(2) Camat menetapkan hasil evaluas1 Rancangan APBDesa scbagaumana.
dimlaksud pada ayat;(1) paling’ lama 20 (dua puluh) hari kerja se_]ak
dltenmanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.

(3) Dalam hal Camat tidak membetikan hasil evaluasi dalam batas waktu :-t,—--‘f-
sebagaimana dimaksud pada a;}at (2) Peraturan Desa tersebut berlaku .
- denjgan sendirinya. R

(4) Dal hal Camat menyatakan hasﬂ evaluasi Rancangan Peraturan Desa -
tentang APBDesa tidak sesuai déngan kepentxngan umum dan peraturan -
perindang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa melakukan -
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari ke:]a terh1tung sejak
diterimanya hasil evaluasi.

Pésal 26 : o

(1) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaumana
dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang
membidangi urusan Pemenntahah Desa. . .

(2) Apabila hasil evaluasi tidak dlurx'daklan_]utl oleh Kepala Desa sebagaimana ';j
dimaksud dalam Pasal 25 ayat! (4) dan Kepala Desa tetap menetapkan
Ranhcangan Peraturan- Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, -
Camat menyampaikan usulan pémbatalan Peraturan Desa kepada Bupau
melalui SKPD yang mcmbldangl urusan Pemerintahan Desa. o

L
.

Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 27 ;

(1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan
kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa

(2} Semua penerimaan dan pengeluai‘an desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

—
H

Periksaj_ L¢l/ paraf

H ditm /"‘ (6/.;




 (3) Peldksana Kegiatan bertangguné]awab terhadap tindakan pengeluaran;f‘
' yang menyebabkan atas bebah anggaran belanja kegiatan dengan»'-;
mempergunakan buku kak; pembantu kegiatan sengau

-12-

Pasal 28

(1) Pemerintah desa dilarang melakﬁkan pungutan sebagal penerimaan desa |

selain yang ditetapkan dalam perdturan desa.

dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

{3) Jumlah uang dalam kas desa se!baga.lmana dimaksud- pada ayat 2) palmg

banlak Rp.5.000.000,- {lima juta ruplah)
Pasal 29.

(1) Pengeluaran desa yang mengai-nbatkan beban APBDesa tidak dapat

dilakukan sebelum rancangan pen"aturan desa tentang APBDesa dxtetapkan ;"_

menjadi peraturan desa. |

(2) Pengeluaran desa sebagalmana dunaksud pada ayat (1) tldak termasuk
unthk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operaswnal perkantoran

yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.

(3) Penkgunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran

B1ava yang telah disahkan oleh Képala Desa.

i’asal 30

‘(1) Pelgksana Kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan keglatan =

hartis disertai dengan dokumen ahtara lain Rencana Anggaran Biaya.

(2) Rencana Anggaran Biaya sebagaunana dimaksud pada ayat (1) d1ver1ﬁkas1“ ; -

oleh Sekretaris Desa dan di sahkan oleh Kepala Desa.

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

+

Paisal 31

L

30 i
(SPP) kepada Kepala Desa.

(2) Surat Permintaan Pembayaran (SbP) sebagaimana dJmaksud pada ayat (1)
tidak boleh dilakukan sebelum batang dan atau jasa diterima. ,

Pisal 32

Pcngajuan SPP sebagaimana dlmaksdd dalam Pasal 31 ayat (1) terdiri atas

a. Surat Permintaan Pembayaran (SPP),
b. Pernyataan tanggungjawab belanja; dan
c. Lamgiran bukti transaksi !

H

Pr:llsal 33

(1) Dalam pengajuan pelaksanaan pémbayaran sebagaimana dunaksud dalam - ©

(1) Berdasarkan rencana anggaran blaya sebagaunana dimaksud dalam Pasal
yat {1) pelaksana kegiatan ménga_]ukan Surat Permmtaan Pembayaran

'(2) Bendahara dapat menyimpan uahg dalam Kas Desa pada Jumlah tertentu

-




_ Bendaﬂ ara Desa.

-13-

Pasal 32, Sekretaris Desa berkewajiban untuk: B
a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran di ajukan oleh pelaksana:
egiatan; :
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBdes yangf
ercantum dalam permintaan pembayaran; L
¢. menguji ketersedian dana untuk kegiatan dimaksud; dan 3
d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pelaksana keglatani
pabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. : 5

(2) Berflasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa sebagalmanaf
dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran:_
dan bendahara melakukan pembayaran. :

(3) Pembayaran yang telah dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)'f
- selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran. --

Pasal 34

Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan o
Pasal 35

Bendabara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilari_ (PPh) dan pajékm'.
lainnyq, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang

dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. : :

Pasal 36

(1) Perubahan Peraturan Desa tentang APBDesa dapat dilakukan apablla'-";.i
terjadi: e
a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar Jerus e

-~ belanja; B

b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) -
ahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; .
c. terjadi penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan desa e
ada tahun berjalan; danfatau

d. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis g

konomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; s
e. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Propinsi : -
an Pemerintah Kabupaten. B
bahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)
cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara
tapan APBDesa. :

Pasal 37

hal Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten -
hibah dan bantuan pihak ketiga yang tidak mengikat ke desa
disdlurkan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Perubahan APB -
, perubahan diatur dengan Peraturan Kepala Desa tentang perubahanr

Periksa
Hukum
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(2) Pertibahan APBDesa sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dnnformamkan_

-14-

kepada BPD.

(1) Penatausahaan dxlakukan oleh Bendahara Desa.

(2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan g
geluaran serta melakukan tutup buku setlap akhir bulan secara .

pe

Bagian Ketiga -
Penatausahaan

Pasal 38

tertib. i

(3) Bentdahara Desa wajib mempertanggun.awabkan uang melalm laporan e

pertanggungjawaban.

(4) Laporan pertanggungjawaban sebagaumana dimaksud pada ayat (3)° '
disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal "

10

bulan berikutnya. .

Pasal 39

-Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud d alam

Pasal 38 ayat (2), menggunakan:

a. buku kas umum;
b. bukt

Kas Pembantu Pajak; dan

c. buki Bank.

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa -

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 40

kepada Bupati melalui Camat berupa:

a. laporan semester pertama; dan
b. laporan semester akhir tahun.
 {2) Lagoran semester pertama sebagaimana d1maksud pada ayat (1) huruf a =

bertipa laporan realisasi APBDesa.

(3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesé sebagaunana dimaksud pada ayat
huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun -

(1)

berjalan.

(4) Lap

pel

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban

Pasat 41

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban reali'sési' -
sanaan APBDesa kepada Bupati melalm Camat setiap akhir tahun'-:-

anggaran.

(2) Lap

dimaksud pada ayat (1), terdiri dan pendapatan, belanja, dan pernblayaan

Prrikauha o ———
HEINIAT

i i

oran semester akhir tahun sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf "‘ ;
b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. - ©

oran pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaxmana

S




(3) Lapr)ran pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana
din'jaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa. o
(4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan

APH
a. fc
T

c. fi

Laporai]

dimaks|

laporan
&

diiri
infd

(2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan
pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya. R

(1) Lap

kep
(2) Lap

Format| Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Buku Kas ‘Pembantu
Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya dan Surat Permintaan Pembayaran serta
Pernyataan Tanggungjawab Belanja, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

pada

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22, Pasal 30 ayat (1) dan (3}, Pasal 32 huruf a dan huruf b, Pasal
40 dan Pasal 41 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisallean dari Peraturan Bupati ini S

(1) Perherintah Kabﬁbateﬁ wajib' membina dan mengawasi pelaksané.aii;;

b. ftj:'mat Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 5

APHDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan -

dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sctelah
akhir tahun anggaran berkenaan. : L

_15-

iDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri: o
)rmat Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa '~
ahun Anggaran berkenaan;

rkenaan; dan . o
yrmat Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ~** :
e desa. : S

Pasal 42

) Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD_esa' sebagaimaria: -
1d dalam Pasal 41 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari .~
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. ' R

Pasal 43

(1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan- -
APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 -

formasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media
rmasi yang mudah diakses oleh masyarakat. ‘ e

Pasal 44
hran realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan -

hda Bupati melalui Camat. o |
pran pertanggungjawaban realisasi'pelaksanaan APBDesa sebagaimana

‘ Pasal 45

semester pertama dan semester akhir tahun serta Laporan

BAB VI | Y
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
: &

=
=

Pasal 46

Periksa Tgl ’Igfﬁfl r i :I

Hoekum
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(2) Pefnbinaan dan Pengawasan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) secara-"':" -
teknis dilaksanakan oleh : "

a.

b.&
c. SKPD yang membidangi urusan pengawasan; -

d. Pemerintahan Kecamatan.

Peratu

Agar s
Bupatt
Komeri

Diund
pada

SEKR

BERIT

pengelolaan keuangan desa.

-16 -

KPD yang membidangi urusan keuangan daerah;
KPD yang membidangi urusan pemerintahan deSa; o : c . r

BAB VII :
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

ran Bupat1 ini mulai berlaku pada tanggal dlundangkan

eﬁap orang mengetahuinya, rnemenntahkan pengundangan Peraturan
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan
ing Ulu. _ ! : o

Ditetapkan di Baturaja B
pada tanggal, 23 Aprif 2015
WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ULU LA

Periksa

Huksm ; . KURYANA AZIS

langkan di Baturaja
tanggal, 23 Agl 2015.

ETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

B 4

MARWAN SOBRIE i

PRI

A DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2015 NOMOR \2.
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LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR ..}%... TAHUN 2015 | L

TENTANG o
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA s

' FORMAT RANCANGAN PER.ATURAN DESA TENTANG APBDESA RENCANA

- : ANGGARAN BIAYA, BUKU KAS PEMBANTLI KEGIATAN DAN SURAT

5 PERMINTAAN PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB
BELANJA, PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDES SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

REALISASI PELAKSANAAN APBDES

A. RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG APBDesa

LAMBANG GARUDA

KEPALA DESA ..voee.... e 2
KECAMATAN oovovoovooeerssees Co
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU - 3

NOMOR ... TAHUN.......... , Lo B
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ST
TAHUN ANGGARAN ....c.ovorerenene : o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA «vovoevevreeeeeene ' , N

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Ogan Komering
Ulu Nemor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala
Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa [(APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan °
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa; |

c. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimaksud pada huruf a dan |
huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa ' .....cceeeceees tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa
.............. tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes} Desa Tahun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun A
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik
| Indonesia Nomor 5495) .
| 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan T
‘ Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik e
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara -Republik .
Indonesia Nomor 5539); Lo
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang = -

Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558); . L
i : ' ‘4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan - - .. . &
! . Keuangan Desa (Benta Negara Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomor 2093),




5. Peraturan Daerah Kabupaten .......... NOMOT ..covvnacrcees Tahun ........ tentang
Pembentukan Desa (Lembaran daerah Kabupaten ........... Tahun ............ _
Nomor ..... |5 .

6. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor ....Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa [Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ula-
Tahun 2015 Nomor ...); .

| 7. Dst..

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ......ccovvcareraas

dan

KEPALA DESA ...... ' PR

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA TENTANG ANGGA.RANV PENDAPATAN DAN BELANJA®

‘Menetapkan
L DESA TAHUN ANGGARAN ......ccomemnamenne.

. Pasal 1
% Anggaran Penhdapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ...... dengan rincian sebagai berikut:
1. - Pendapatan Desa ' 33« PR
2. Belanja Desa - '

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
. b. Bidang Pembangunan
c. Bidang Pambinaan Kemasyarakatan

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
¢. Bidang Tak Terduga 4 PP
Jumlah Belanja
Surplus{Defisit

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimzan Pembiayaan | 34 « T
b. Pengejuaran Pembiayaan RD. oovacinsinzrrceeerazasases
Selisih Pembiayaan (a-b) RPuieesessrrsoraamsarreeencaces

Em R N TR Et SN OE B ST ERERIDIIITER

Pasal 2

Uraian lebih| lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1,'

tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan -

Belanja Desd.

' Pasal 3 f

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan :

dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa] menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan

Peraturan Désa ini.
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Pasal 5
Peraturan D

I Agar setiap

penempatannya dalam Lembaran Desa

---------

...............

..................

........................................

......... TAHUN...... NOMOR....... .

Periksa
Huk uznl

crang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

bsa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. -

Ditetapkaxi L+ | O
pada tanggal ......... reeemsnsans

..................

.........................................

. ™

I .
Peraturan Desa ini dengan -




' Lampiran Peraturan Desa _ I

Nomor
Tahun @
Tentang @ Anggaran Pendapatan dan =
o Belanja Desa.
o FORMAT =
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MERINTAH DESA....ccee
l TAHUN ANGGARAN....coenenees
3 KODE URAIAN - | ANGGARAN KETERANG | = =
e REKENI o ' ' (Rp.) AN
5 2 3 3
% PENDAPATAN
o Pendapatan Asli Desa
i [ | Hasil Usaha -
% , p| | Swadaya, Partisipasi dan Gotong
R L Royong ,
Ca 3 | Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang
sah '
] Pendapatan Transfer T

2

211| | Dana Desa : _

5| 2| | Bagian dari hasil pajak &retribusi
daerah kabupaten/ kota _k

2l 3l | Alokasi Dana Desa e

ol 4| | Bantuan Keuangai

—1[ 2] 4] 1| Bantuan Provinsi |

gl 4| 2| Bantuan Kabupaten [ Kota

e ————

———————

Pendapatan Lain lain

511 | Hibah dan Sumbangan dari pihak ke- '
3 yang tidak mengikat ' '

3l 2| | Lain-lain Pendapatan Desa yang sah

FANFAY
A

Iy

e
JUMLAH PENDAPATAN '

2 BELANJA ' ' -

211 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan '
2

2

Desa

1
)
;g‘é:
A
2|9
Blg
[o P
%
. g'
=

‘ - Penghasilan Tetap Kepala Desa dan

\ B Perangkat

TS

2| Belanja Barang dan Jasa
- Alat Tulis Kantor
- Benda POS '
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- Pakaian Dinas dan Atrlbut'
- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan Keber31han
-~ Perjalanan Dinas s
- Pemeliharaan : ‘ . L
- Air, Listrik,dasn Telepon - S
- Honer '

2| 1| 2| 3] Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi
- Mesin TIK

21 1] 3} |l Operasional BPD

2| 1| 3! 2| Belanja Barang dan Jasa
- ATK ‘
- Penggandaan |
- Konsumsi Rapat 5

2| 1| 4] {| Operasional RT/ RW

2| 1| 4] 2| Belanja Barang dan Jasa
- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat L - ‘ -
= dSt ceiiierennanns eerereseseinsans ' ' '

1212 Bidang Pelaksanaan Pernbaﬂgunan
Desa

21211 Perbaikan Saluran Irigasi

2| 2| 1| 2| Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

2| 2] 1] 8| Belanja Modal
' - Semen
- Material -

2|2 2. | | Pengaspalan jalan desa
2| 2| 2 2| Belanja Barang dan Jasa :
- Upah Kerja

- Honor

212| 2] B| Belanja Modal: ;
- Aspal ;
- Pasir -

Periksa
Hukum
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Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan
Ketertiban - :

Belanja Barang dan Jasa::

- Honor Pelatih -

- Konsumsi

- Bahah Pelatihan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Kegiatan Pelatihan Kepala Desa dan
Perangkat

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi , H

- Bahan pelatihan : <

b
£

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar Biasa

NN
wan|n

Belanja Barang dan Jasa:

- Honor tim

- Konsumsi

- Obat-obatan

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA

Pencairan Dana Cadahgan

LWy |w
e e [
W[

Hasil Kekayaan Desa Yang dlplsahkan

JUMLAH (RP)

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

Gajla o
M MNIN

Penvertaan Modal Desa

JUMLAH ( RP)

. —— -

i s - g Mk b ® A=
]

KEPALA DESA <

--------------------

DISETUJ UI OLEH e
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B. format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

1. BIAAOE ¢ eeeeeeeeeeisrererenesssens
2. Kegiatin: ........................ crenen
3. Waktu Pelaksanaan :

. i
Rincian Pendanaan

RENCANA AN GARAN BIAYA

| DESA covrne N KECAMATAN oo I

‘Ilui;um
i

H :
R T

NO. URAIAN VOLUME HARGA JUMLAH
SATUAN (Rp.)
: ' (Rp.)
1 2 3 4 5
JUMLAH (Rp.)
_ | eeeeseasasseneas , tanggal (i
| ﬂisetujui /mengesahkan | Pelaksana Kegiatan
Kepala Desa
..... Letsresssnssesmnesssssssssssos
i
Cara pengisian ! B
1. Bidangldiisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa. "~ "
2. Kegiatgn diisi dengan kode rekening |sesuai dengan urutan kegiatan dalam
APBDesa. ' g
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.

5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang. aE
6. kolom W diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar
orang/ barang T

7. kolom 5 diisi dengan Jjumlah perkalian ar*tara kolom 3 dengan kolom 4.
Periksal k"

L
i
i
i
i
i
i
1

© it

b !
]
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C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN L
BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN o

DESA..cicoiviininininin KECAMATAN....0vveeneienrerenees
- TAHUN ANGGARAN....cvvmmiiiimiiinnaninsr s '

1. Bidang -

2. Kegiatan :
' - Penerimaan (Rp.} Pengeluaran(Rp.) '

o ' Nomor | Belatij Jumlah Saldo
No. | Tanggal Uraian Dari Swadaya | gukt BZraaIgZ Belanja ienten'ézﬁ;lhan Kas (Rp.)
e Bendahara
Bendahara { Masyarakat dan Jasa Modal
1 2 ‘ 3 4 - 5 6 7 8 9 10
Pindahan Jumlah dari
halaman sebelumnya
‘| Jumlah :
- —-. —|Total Penerimaan_ . . . _{ . ... .].-. - .. .{TotalPengeluaran . . . ..o
Total Pengeluaran + Saldo Kas
| DT TP
ey Tanggal......
Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.

2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.

3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.

4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transakst.

5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi. T ‘l

6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara. Periksa Py

7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang ditenima dari masyarakat. Haknm “
8. Mmﬁdu&dengmomzbukﬁimnsak& S R

9. Kolem 7 diisi dengan Jerus pengeluaran belanja barang dan jasa.

10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.

11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.

12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

iy
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D. Format Strat Permintaan Pembayaran (SPP)

. SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN ( SPP) e
5]\ KECAMATAN ......oervomeersseeees I '
A TAHUN ANGGARAN .....iviinnee ' : '
1. Bidang] : .eieveeerreescseccnssneene o
2. Kegiatan @ .....cocveiiiineinennnnniinen.
3. Waktu Pelaksanaan :
Rincian Pendanaan
NO. URAIAN PAGU PENCAIRAN | - PERMINTAAN | JUMLAH | L
ANGGARAN S.D.YG SEKARANG | SAMPAI | DANA :{* =
LALU : | SAAT INI a
(Rp) (Rp.) -~ (Rp) (Rp.) (Rp} |-
' JUMLAH | _ | e
L e , tanggal L.
Telah dilakukan verifikasi o Pelaksana Kegiatan
Sekretaris Desa R :
Setujhi untuk dibayarkan Telah dibayar Iunas R
Kepala Desa Bendahara _ Lo
t:’% sbsbnssnsapasrasnannasass YY) eencaseasiannans n.ug;u ------------- BiwbEBE S E;
Petunjuk pengisian: _ - | ' '
1. Bidang|diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam
APEDesa. : :
3. Kolom 1 dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan. B
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan. B
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya. -
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar. _ N
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 disi dengan sisa anggaran.




E. Format Pe

rnyataan Tanggungjawab Belanja.

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJUA

DESA weoeeeeeeeeeeieecenennns KECAMATAN ....ccovveemenne Cenvenesmmnnnen
TAHUN ANGGARAN .....coeeeeeee
1. Bidang : .coiriiiiinieidonneen .
2. Kegiatan : ......coceevvernnnne sesresunn :
" NO. PENERIMA URAIAN JUMLAH
(Rp.)
1 2 3 4

JUMLAH (Rp.)

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja terse
kelengkapan administrasi dan pemerikas
undangan.

D;:mikian surat pernyataan ini dibuat deng

Cara pengisian: ' :

but diatas scbagé.i terlampir, untuk
sesuai peraturan perundang-

an sebenarnya.

----------------------------------

. Bidangdiisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.

. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai
. Kolom 1 diisi dengan nomor urut

dengan urutan kegiatan dalam APBDesa

. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belarja

. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja

. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

1

2

3

4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
5 _

6

7

-~

ol 1
Periksa LY G

Hukum

4




F. Format Pcnatausahaan'
1, Buku Kas Umum

'BUKU KAS UMUM

DESA ..icviviivinn vrieenaes KECAMATAN .ierrvirerrrncoriarirasossssans
TAHUN ANGGARAN ..... e vareses vessersas
- JUMLAR SALDO
No. | Tgl. | KODE REKENING URAIAN PENERIMAAN | PENGELUARAN | NO BUKTI | PENGELUARAN
: ' " Rp) (Rp.) KOMULATIF
1 | 2 3 4 5 6 7 ) )
_JUMLAH _ Rp.. __IRp. I
................ , tanggal (... |
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA,

........................................................................

Cara Pengisian :
Kolom 1ldiisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas

Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas

'Kolorn 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
 Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas

Kolom 5 diisi dengan jumiah rupiah penerimaan kas

' Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas

merikss
Bokum

Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi

Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
Kolom 9 diisi dengan saldo kas.,

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.




2. Buku Kas Pembantu Pajak o
" BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
DESA ..ovvrvenene: vereereres KECAMATAN ....ovvvrneeenne rereeernnes
- TAHUN ANGGARAN ........
PEMOTONGAN PENYETORAN SALDO
No. TANGGAL URAIAN (Rp.) _ " (Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 ' __ S
JUMLAH
e et e e s oo ot e e e e o e e e e e e tanggal T n T e I
' MENGETAHUI | | BENDAHARA DESA,
KEPALA DESA, '
Cara Pengisian : | ‘
Kolom 1diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas pengeluaran
Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengetuaran kas
Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
___Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas. _ o - Ny il T o
Kolom 6 diist dengan saldo buku kas bendahara.” 7 o T B 4 {f ¢
o ?g':.:,....,! --:{]
-
£ G
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3. Buicu Bank Desa

BUKU BANK DESA

DESA 11eeererveereesseneesses KECAMATAN ...coviereeeessnensessssessseces
TAHUN ANGGARAN .........
| BULAN
BANK CABANG
| REK. NO.
' PEMASUKAN PENGELUARAN
‘| TANGGAL | URAIAN BUKTI ‘ — ~ BIAYVA SALDO
No. | rransaksI'| TRANSAKSI TRANSAKS! | SETORAN | BUNGA BANK | PENARIKAN | PAJAK | 4pyrivrerpast
| - | | (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.) (Rp.)
. i P 3 7 5 6 7 F; 9 10
| ‘
l TOTAL TRANSAKSI BULAN INI
o TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF
| vevvrseeseseny TANEEAL L,
MENGETAHUI BENDAHARA DESA,

........................................................................

Cara Pengisian :
Kolom ldiisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluarandengan Bank.
Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
Kolom 3 diisi dengan uraian transaksipemasukan dan pengeluaran.
Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
- Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.

| : |
- KEPALA DESA,
l

B . Kolom 6 diist dengan pemasukan jumlah bunga bank..
R - Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.

& Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.




G. Format Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa : ' o
1. Lapdran Realisasi pelaksanaan Arggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Sethester Pertama) L 2
) . -' ] . + : .
'LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER | PERTAMA
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN........
KODE URAIAN JUMLAH | JUMLA | LEBIH/ | KET.
REKENI ANGGAR . - | KURAN ,
NG AN REALIS G :
(Rp.) - ASI {Rp.)
- (Rp.) : -
1 -2 3 4
1 PENDAPATAN - :
111 Pendapatan Asli Desa
1| 1] 1] Ji Hasil Usaha
1] 1| 2! || Swadaya, Partisipasi dan
' Gotong Royong
1|1} 3} || Lain-lain Pendapatan Asli
Desa yang sah
112 Pendapatan Transfer
1121 Dana Desa
1| 2| 2| || Bagian dari hasil pajak
&retribusi daerah
kabupaten/ kota
11]2] 3] || Alokasi Dana Desa
1[2[4 Bantuan Keuangan
1| 2| 4| 1} Bantuan Provinsi
1| 2| 4| 2| Bantuan Kabupaten /
Kota :
113 Pendapatan Lain lain
1 3] 1| {| Hibah dan Sumbangan
dari pihak ke-3 yang
tidak mengikat
1{ 3| 2{ || Lain-lain Pendapatan
Desa vang sah
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA
2|1 Bidang Penyelenggaraan
' Pemerintahan Desa
2| 1| 1} || Penghasilan Tetap dan
Tunjangan
21| 1} 1] 1} Belanja Pegawai:
- Penghasilan Tetap Kepala
ll'eriksa Tot gt
Hukum 74
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Desa dan Perangkat

- Tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat ‘

- Tunjangan BPD

Operasional Perkantoran

A

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor ’

- Benda POS i

-Pakaian Dinas dfan
Atribut

- Pakaian Dinas i

- Alat dan Bahan
Kebersihan

- Perjalanan Dinas : 1

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn Telepon

¥ o)
e

- Honor

in

g

et

(4%

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK
- dst.......... eveveetacsranas :

i
Operasional BPD

)

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

s ) S

QOperasional RT/ RW

b

Belanja Barang dan Jasa | |

- ATK i

- Penggadaan

- Komsumsi Rapat
¢ 1 ST O PP T

Bidang Pelaksanaan - :
Pembangunan Desa i

Perbaikan Saluran Irigasi

ba

Belanja Barang dan jasa ;

- Upah Kerja !
- Honor i

3| Belanja Modal

- Semen i

- Material i

= dst.ieeerenens _ . i

Periksa
Hukem

Tg!r%r .

/U




1 %)

. Pengaspalan jalan desa
2| 2| Belanja Barang dan Jasa
-

NN

| ~Upah Kerja ' f ' B
‘| - Honor ' : i UE

2 12| 2| 3| Belanja Modal:
- Aspal
- Pasir

2!3 Bidang Pembinaan :
. Kemasyarakatan i
{;,? 2| 3} 1 || Kegiatan Pembinaan !,
N ‘] Ketentraman dan =’

{| Ketertiban

21 3! 1| 2| Belanja Barang dan Jasa:
- Honor Pelatih s
- Konsumsi B
i) - Bahan Pelatihan LB

214 Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

21 4] 1| | | Kegiatan Pelatihan Kepala
Desa dan Perangkat

on 2| 4| 1| 2| Belanja Barang dan -
O Jasa:

i | -Honor pelatih

i | - Konsumsi

- Bahan pelatihan

21 5 Bidang Tak Terduga

21 5| 1| || Kegiatan Kejadian Luar -
Biasa e D
21 5| 1| 2| Belanja Barang dan ' o B il
Jasa: ' s

- Honor tim B
! | - Konsumsi ; N
‘1 - Obat-obatan

i| ~dsteeeceeenes rerserennsanns

H

Periksa TatrBpraf o Il[('

! ok /’ O] -
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215 Kegiatan.......ccccccueuennen
JUMLAH BELANJA
SURPLUS / DEFISIT

3 PEMBIAYAAN

311 Penerimaan Pembiayaan

3{1 SILPA

311 Pencairan Dana
Cadangan

3(1 Hasil Kekayaan Desa

E Yang di pisahkan
JUMLAH (RP)

3] 2] Pengeluaran Pembiayaan

32 Pembentukan Dana
Cadangan

312 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH ( RP}

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

---------------------------

Periksa
Hukum




2. Lapgoran Realisasi Pelaksanaan Anggaran : Pendapatan dan Belanja Desa
{Semester Akhir Tahun] i .

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

; BELANJA DESA
SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............
KODE URAIAN JUMLAH | JUMLAH | LEBIH/ | KET.
REKENI ANGGAR | REALISA | KURAN o
NG . . AN - © 8l G
- - (Rp.) ®p) | Rp)
1 i 2 3 4
: PINDAHAN SALDO : : ‘
e (SEMESTER PERTAMA ) _|' - )

1 PENDAPATAN B
111 Pendapatan Asli Desa : caE
1{1{ 1} {|{ Hasil Usaha B
1| 1} 2| || Swadaya, Partisipasi - . B

dan Gotong Royong : ' ciL
1| 1| 3| || Lain-lain Pendapatan _ . . S

Asli Desa yang sah ' | -5
1]2 Pendapatan Transfer =
112| 1] || Dana Desa : : _ e
1|2} 2| || Bagian dari hasil pajak : B -

&retribusi daerah

kabupaten/ kota
11 2| 3| || Alokasi Dana Desa
112 4] || Bantuan Keuangan
1| 2[ 4] 1| Bantuan Provinsi
1{ 2} 4| 2| Bantuan Kabupaten /

Kota
113 Pendapatan Lain lain
1| 3] 1{ || Hibah dan Sumbangan

dari pihak ke-3 yang : Lon

: tidak mengikat o
1({ 3| 2| || Lain-lain Pendapatan
Desa yang sah

JUMLAH PENDAPATAN

2 BELANJA - e
2|1 Bidang Penyelenggaraan ' Lo
Pemerintahan Desa

21| 1} 1| || Penghasilan Tetap dan
Tunjangan
1| Belanja Pegawai:

o)
[
pa—
-

Perdksal
fHukum
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- Penghasilan Tetap Kepala
Desa dan Perangkat

- Tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat

- Tunjangan BPD

Operasional Perkantoran

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

- Benda POS

-Pakaian Dinas dfan
Atribut -

~ Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan
Kebersihan ' )

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, - Listrik,dasn
Telepon

- Honor

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

—dSt.cerireirienaens crevarena

Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

- dSt .............. drsnrmanine

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

- ATK

- Penggadaan

- Konsumsi Rapat

- dst

-------------------------------

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

2

Belanja Barang dan jasa

- Upah Kerja

- Honor

3

Belanja Modal

- Semen

- Material




- Material

2| || Pengaspalan jalan desa
Belanja Barang dan Jasa

NN
NN

N
[

- Upah Kerja
- Honor

21 2| 2| 3| Belanja Modal:
- Aspal
- Pasir

---------

213 Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
21 3| 1] || Kegiatan Pembinaan
Ketentraman dan
Ketertiban

213} 1| 2] Belanja Barang dan
Jasa:

- Honor Pelatih

- Konsumsi

- Bahan Pelatihan
~dst.iiiininsanaas

21 3| 2] |} Kegiatan........... cosanass

2|4 Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

2| 4| 1| || Kegiatan Pelatihan
Kepala Desa dan
Perangkat '

21 4] 1{ 2| Belanja Barang dan
Jasa:

- Honor pelatih

- Konsumsi

- Bahan pelatihan

21 5 Bidang Tak Terduga

21 5[ 1] || Kegiatan Kejadian Luar
Biasa '

21 5] 1| 2| Belanja Barang dan
Jasa:

- Honor tim

Perthsal
Hnkum
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- Konsumsi
- Obat-ocbatan

JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
1] 1] || SILPA

1| 2| {| Pencairan Dana
Cadangan

Hasil Kekayaan Desa
Yang di pisahkan
JUMLAH (RP})

M [A TR LA
[

Lo
[
o

3| 2 Pengeluaran

: Pembiayaan

3121 Pembentukan Dana

' Cadangan

3[212 Penyertaan Modal Desa
JUMLAH { RP)

» DISETUJUI OLEH
T H KEPALA DESA
L o e




i

H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

g
L & .
- Menimbang
Mengingat
i
Bl
i
!
Menetapkan

b

i
LAMBAN Crl GARUDA

----------------------

PEMERINTAH DE%A
KECAMATAN
KABUPATEN l...cevrnvinnnnns

------------------------

RANCANGAN PERATURLN DESA ..covreeirrennaneines
NOMOR ........... . TAHUN..........

. i
TENTANG

' LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARl‘AN .................. '

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA L..coviiaecinnines
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 Peratnran Bupati Ogan Komering Ulﬁ .

Nomor ... Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala
Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban

:_ Realisasi Pelaksanaan Anéga.ran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

........................... Tahun Anggaran;

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun

Republik Indonesia Tahun 2?14 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 un 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik .
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 5539);

 Peraturan Pemerintah Norhor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang -

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

Bersumber Dari Anggaran Iendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558};

Peraturan Menteri Dalam |Negeri Nomor  co.ceeereenees Tahun ... tentang
Pengelolaan Keuangan Desaj

Peraturan Daerah Kabupaten .......... NOIMOT eeenvermmenes Tahun ..c.... tentang
....................... {(Lembaran daerah Kabupaten ..o Tahun ............ Nomor
..... % :

Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor .... Tahun 2015 tentang Pedoman -
Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu  ~
Tahun 2015 Nomor ...}, | : . .

Dst.... !

Dengan Kescpai:atan Bersama
H

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA covvrversssssscen
[}

ddn
4

KEPALA DESA ..essseccarsorassaneanes
|

]

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DESA | TENTANG LAPORAN PERTAI\'GGUNGJAWABAN oo

REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DESA ...  etreeavrseresasnnen TAHUN ANGGARAN 20........ MENJAD!
PERATURAN DESA  .riisseees ereerreeiene TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN  REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA .oveeserssnsssessssssnnnas TAHUN
ANGGARAN 20........ !

Perikasal Tal s Yest i :
Huknm l !




& i 1 B
, -2 - :
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun An- {=1¢:1 « RN dengan rincian sebagai berikut:
- 1. Pendapatan Desa ' : Rp ...........
2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp..
b. BidaJ.g Pembangunan ' 53 S,
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan 4 + SO
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat ) 2<'s T,
e. Bida.lj g Tak Terduga .
Jumlah|Belanja
Surplud/Defisit

3. Pembiayaan Desa
a. Penefimaan Pembiayaan .

b. Pengeluaran Pembiayaan

' Selisih Pembiayaan (a—-b)

o
Padal 2

sal 1, tercantum dalam lampiran Peratiran Desa ini terdiri dari:

lisasi Pelaksanaan APBDesaTahun Anggaran ......... HE

:
Uraian lebil lanjut' mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana -
dimaksud iﬂ i '
i. Lampiran I : Laperan Pertanggungjawaban Re
2. Lampiran 1l - ; Laporan Program Séktoxlal dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Ly lodiain

Pasal 3
Lampiran-ldmpiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan '

dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4 . - Lo
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diunﬁangkan. L
Agar setiap orang mengetahul, memerintahkah pengundangan Peraturan Desa ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Desa dan ........... .!. ....... : o

Ditetapkan di ......ccesercsceacan
pada tanggal ..cieeceeicennnnee

KEPALA DESA ....ccociiiiinnnns

-----------------------------------------

Diundangkan FE T
pada tanggal, .....ceccevearinns

SEKRETARIS DESA. ............

........................................

LEMBARAN DESA ......... TAHUN ...... NOMOR ...... | Perikeal
) Rukum
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Lampiran I Peraturan Desa

Nomor : ......... ;

‘entang : Laporan Pertanggungjawaban
Realisasi Pelaksanaan APBDesa

e

X,

Tahun Anggaran ......
LAP(BRAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN )
| | APBDesa ' -
PEMERINTAH DESA ........ rieveennnne
TAHUN ANGGARAN.......cctvtverniennn
2 -
KODE URAIAN | ANGGARA | REALISA | LEBIH/ | KET.
REKENIN | N SI | KURAN | ;
G : . G
! _(Rp.} (Rp.) (Rp.)
-1 , 2 : 3 ' 4 S5 -6
1 PENDAPATAN ' ‘
11 Pendapatan Asli Desa '
1)1 Hasil Usaha
1{1 |2| |Swadaya, Partisipasi dan ' I
Gotong Royong :
1/1 13 Lain-lain Pendapatan Asli
Desa vang sah
: |
112 Pendapatan Transfer | L
1|2 11 Dana Desa | g
1{2 12 Bagian dari hasil pajak |
&retribusi daerah '
kabupaten/ kota
11213 Alokasi Dana Desa
11214 Bantuan Keuangan
1|2 | 4] 1 | Bantuan Provinsi
1|2 | 4] 2 { Bantuan Kabupaten / Kota
3 Pendapatan Lain lain
3|1 Hibah dan Sumbangan dari
pihak ke-3 yang tidak :
mengikat
113 |2 Lain-lain Pendapatan Desa
yang sah
JUMLAH PENDAPATAN
2 BELANJA |
211 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa ,
21141 Penghasilan Tetap dan |
: Tunjangan ]
2|1 | 1]/ 1 | Belanja Pegawai:
- Penghasilan Tetap 'Kepala
Desa dan Perangkat '
'Pen‘!:‘::
E!.‘l:i::u.--.g
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- Tunjangan Kepala Desa dan

Perangkat

- Tunjangan BPD '

Operasional Perkantoran

Belanja Barang dan Jasa

- Alat Tulis Kantor

‘| - Benda POS

- Pakaian Dinas dfan

‘Atribut

- Pakaian Dinas

- Alat dan Bahan

' Kebersihan

- Perjalanan Dinas

- Pemeliharaan

- Air, Listrik,dasn Teleponl

- Honor

Belanja Modal

- Komputer

- Meja dan Kursi

- Mesin TIK

Operasional BPD

Belanja Barang dan Jasa
- ATK , '

- Penggandaan

- Konsumsi Rapat

Operasional RT/ RW

Belanja Barang dan Jasa

- ATK -

- Penggadaan

- Komsumsi Rapat

Bidang Pelaksanaan
Pembangunan Desa

Perbaikan Saluran Irigasi

Belanja Barang dan jasa ;

- Upah Kerja .

- Honor

Belanja Modal

- Semen

- Material

Periksa
Hukum




t
N>

e e
§

. |
212 | 2]2 | Belanja Barang dan Jasa z
- Upah Kerja ;L
i - Honor
| -~dst.iceeeeieiannns veeearacracns : ;
212 [ 2[|3 | Belanja Modal: N : - .
' b | -Aspal : i : "
- Pasir =

212 13 |Kegiatan......... Ceieverenion

2|13 Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
2|3 | 1f| |Kegiatan Pembinaan | ) _
i | Ketentraman dan . : .
. Ketertiban ' ; ‘
1213 | 1{i2 | Belanja Barang dan Jasa:
f‘j ' - Honor Pelatih

R - Konsumsi
- Bahan Pelatihan

213 (2 Kegiatan......ccocoeeniaiasnses ;

2|4 _ Bidang Pemberdayaan
| | Masyarakat ;
21411 Kegiatan Pelatihan Kepala’
Desa dan Perangkat !
214 | 1||2 | Belanja Barang dan Jasax
- Honor pelatih i
- Konsumsi N
- Bahan pelatihan

Pty . .
g mdst..ciieeiiicieninn, -
hE :.‘--'. M

214 |2 Kegiatan...... beesecessnorasnasnas be

25| li | Bidang Tak Terduga E
215 | L Kegiatan Kejadian Luar

; Biasa
2|5 {1|i{2 | Belanja Barang dan Jasa
i - Honor tim
- Konsumsi ;
- Obat-obatan : f

i JUMLAH BELANJA

SURPLUS / DEFISIT

3 i | PEMBIAYAAN i

‘ { [Periksa Tul 1 pAzar
: | Vﬂl:i:nm
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3|1 Penerimaan Pembiayaan

31111 SILPA

3j11}2 Pencairan Dana Cadangan

311(3 Hasil Kekayaan Desa Yang
di pisahkan -
JUMLAH (RP)

3|2 Pengeluaran Pembiayaan

31211 Pembentukan Dana

‘ Cadangan
31212 Penyertaan Modal Desa

TJUMLAH (RP)

- Pembiayaan Netto
(PENERIMAAN
PEMBIAYAAN -
PENGELUARAN
PEMBIAYAAN )

- SILPA tahun berjalan
(SELISIH ANTARA
PEMBIAYAAN NETTO
DENGAN HASIL

SURPLUS/DEFISIT)

Periksa
Hukum

—
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Lampiran II Peraturan Desa
Nomor : .
Tentang : Laporan Kekayaan Milik Desa
Sampai Dengan 31 Desember 20...

----------

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 3]1 DESEMBER 20...

URAIAN

(Tahun Periode

TAHUN N
(Tahun

Pelaporan)

- TAHUN N-1

Sebelumnya).

I. ASET DESA
LANCAR

A. ASET

1. Kas
d.

. |Materai

Desa '

Uang kas di Bendahara Desa
Rekening Kas Desa

tang

Piutang Sewa Tanah

Piutang Sewa Gedung -

Kertas Segel

JUMLAH ASET LANCAR

B. ASET TIDAK LANCAR
1. Investasi Permanen
enyertaan Modal Pemerintah Desa

3.

4.

. Aset Tetap
- Tanah
Peralatan dan Mesin

D

- Dana Cadangan
Aset tidak lancar Lainnya

Jpalan, Jaringan dan Instalasi
dst....... ‘

edung dan bangunan

1a Cadangan

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR

JJUMLAH ASET (A + B)

II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I1-1I}

TANGGAL ooeeeeeeeeeeeeeereemensresens




o
o
i

-3

Byl

-gg_

Penjelas_aﬁ. tabél:

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa,
dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa -
atau pefolehan hak lainnya yang sah. | E '

2. Uang kns adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di

. Bendahtra Desa maupun di rekening kas desa.

3. Piutang | Desa adalah tagihan uang [desa kepada pihak yang mengelola
kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan .
dilunasal dalam waktu paling lamh 1 (satu) tahun anggaran sejak

. ditetapKannya kerjasama tersebut. L

4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa
yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga
dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.

5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyehaan modal pemerintah desa dan aset
tetap milik desa antara lain tanah peralatan dan mesin, gedung dan
bangunén, jalan, jaringan dan instalasy. : , :

6. Dana cadangan adalah dana yang disisikan untuk menampung kebutuhan

yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam - - s

- satu tahun anggaran.’

7. Kewajiban adalah utang yang tw bul_ karena adanya pinjaman oleh

~ Pemerintah. _ : _
8. K_ekaya}zn bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah des_a.

Catatan : | o S e
Terkait depgan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan - -
tidak dibuka peluang untuk pinjaman. | "

Periksa Tg%nrgf' T -

Hokem s/ -/e/‘f,.F-_
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Lalhpirah Il Peraturan Desa
Nomor :.........
: Tentang Program Sektoral dan Program
! Daerah yang masuk Ke Desa
' PROGRAM SEKTORAL DAN PROdRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA
Tanggal : D iciebereseesenenes
Desa P
Kecamatan = = e
Kabupaten | I .cheeeeese.

No Jenis Lokasi - Rincian Volume | Satuan Sumber Jumlah
He Kegia - Kegiatan +  Kegiatan v Dana (Rp}
Sub Total Jenis Kegiatan (1) g ' " | Rp.

i
Sub Total Jenis Kegiatan (2)_ : | Rp. -
/
. Sub Total Jenis Kegiatan (3) - ' Rp.
Sub Total (4) ' Rp.
Total (1 s/d 4) Rp.
| _ _
" tanggal, ..eceenisineaennes
" Kepala Desa
(cevevnsnrenmrernssnnnsannanne ) 3

\!’urik.-:a
Hukum

_ S KURYANA AZIS
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N — PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEIV!ERINTAHAN DESA
Jin. Sultan Mahmud Badarluddin Il No. 521. A Sukaraya Te_lp./Fak_s. (0735) 321046 BTA-32115

H

NOTA-DINAS
=~"Nomor : 149 / ng {Xoxv 208

Kepada ,.-* upatl OKU/Wak:i Bupati OKU/Sekda/Asmsten | Setda Kabubaten OoKuU
:af;?;f Bagian Hukum Setda Kabupaten OKU.

~Dad e pala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemenntahah Desa

‘,«"M - Perihal  :Rancangan Peraturan Bupati tetang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa R
M Tanggal : &, Maret 2015 ' |
_
Memenuhi ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113
Tahun 2014 tentang_Pengelolaan Keuangan Deéa, bahwa Kabupaten/Kota perlu
rnényusun |ebih lanjut mengenai Pedoman Peﬁgelp!aén Keuangan Desa.
) | Berkantan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kaml sampaikan Konsep
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penge|olaan Keuangan Desa, jika bapak -_ B
. sependapat mohon pesetujuan.
s _
" r¢ o _ Defnikian disampaikan, atas perkehan bapak dihaturkah terima kasih.
Kelapa Badan Pefnberdayaan Masyarakat

an Pemerinrahan Desa Kabupeten OKU,

" Drs WIBISONO, MM.
Pembina Utama Muda
Nip. 19581012 198203 1013




